




Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di Basement Galeria Mall
Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Seperti halnya
memberikan lingkungan kerja yang sehat dan bersih; kelayakan perlatan
kerja yang disediakan belum layak; tidak ada pencegahan terhadap
timbulnya penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk kesehatan pekerja
belum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Menteri
Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang syarat kesehatan mengatakan,
bahwa perusahaan harus menyediakan makanan dan minuman bergizi
sesuai syarat-syarat kesehatan, seperti saat melakukan pekerjaannya pihak
perusahaan tidak menerapkan pemeliharaan kesehatan maupun gizi seperti
pemberian susu pada saat bekerja; perusahaan tidak memberikan sejumlah
uang sebagai pengganti makan atau minum; belum melaksanakan jaminan
kesehatan menyeluruh terhadap semua pekerjanya karena pekerja yang
belum bekerja selama 3 bulan.
  
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas, maka saran ini
diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dan pekerjanya sendiri yaitu
pihak perusahaan dapat memperhatikan lingkungan kerja yang bersih dan
sehat; memberikan kelayakan peralatan kerja agar pekerja dapat terjamin
keselamatannya; serta dapat mencegah penyakit yang bisa diakibatkan
dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan bagi kesehatan kerja setiap
pekerja berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan maupun gizi berupa
pemberian susu kepada pekerja sebagai penunjang stamina pada saat
bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Menteri
Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan;
memberikan sejumlah uang sebagai pengganti makan atau minum; serta
mengubah peraturan perusahaan mengenai jaminan sosial bagi pekerja
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